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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN 
PEN CAB ULAN 

(Studi Kasus di Polresta Medan) 

OLEH 
MUHAMMAD FADLI 

NPM : 06 840 0179 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan 
ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur 
yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, 
terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang berada di 
bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. 
Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan 
perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, 
terlebih-lebih apabila perbuatan cabul tersebut sangat mengganggu masa depannya, 
seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya. 

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana dikatakan suatu perbuatan 
tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan 
bagaimana dampak pencabulan terhadap anak ? 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polresta Medan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam hal pencabulan 
yang dilakukan pria yang berdewasa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang 
masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku 
menganggap bahwa pencabulan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari 
resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa 
perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. 
Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut 
mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang 
melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur. Pria yang berdewasa 
itu melakukan pencabulan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih 
menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. 
Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya. Adapun sanksi pidana yang 
dikenakan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh pria yang telah berdewasa 
ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan pencabulan tersebut maka 
kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak 

terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Di 

samping itu manusia harus mengadakan kontak/interaksi ataupun hubungan timbal 

balik. 

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, 

sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia 

selalu dalam mernentingkan dirinya sendiri ( egonya), yang dapat rnengakibatkan 

terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupanberrnasyarakat. 

Dalarn tirnbulnya perselisihan-perselisihan dalam rnasyarakat tentu akan 

rnrnepengaruhi kepentingan hidup anggota kelornpok rnasyarakat lainnya atau 

dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang rnaka berakibat secara langsung 

kepada kerugian rnasyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja 

akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pernenuhannya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukurn yang berlaku 

dalarn kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan rnasyarakat yang 

arnan dan tenterarn. 

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan 

ketentuan-ketentuan hukurn pidana adalah pencabulan terhadap anak di bawah 
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umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencabulan merupakan salah satu jenis 

kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang 

berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa 

depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu 

dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi 

si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan cabul tersebut sangat mengganggu masa 

depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa 

kepada dirinya. 

Perihal pencabutan terhadap anak serta akibat hukumnya dapat dilihat dari 

Pasal 287 KUH Pidana, yang berbunyi : 

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bawah umumya 
belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum 
waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun, 

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita 
belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan 
Pasal 291 dan Pasal 294. 

Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arifterhadap kasus-kasus 

pencabulan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan 

penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh 

tentang peristiwa pencabulan ini secara lebih dalam lagi. 

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan 

sejak tahun 1925, ditandai dengan lahimya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 
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"i 

1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 

1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang 

Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada 

tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan 

tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 

lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang~Undang No. 12 Tahun 1948) 

yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan 

Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul 

Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan 

penafsiran atau pengertian yang berbedabeda dari judul Skripsi ini, di mana judul 

Skripsi yang dimaksud adalah: "Perlindungan Hukum Terltadap Anak Korban 

Kekerasan Pencabulan (Studi Kasus di Polresta Medan)". 

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara 

kata demi kata sebagai berikut : 

Perlindungan hukum adalah suatu pelaksanaan pemberian perlindungan hukum 
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terhadap suatu objek. 1 

Terhadap berarti tentang, berkenaan dengan.2 

Ariak di bawah umur adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung-

jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam 

batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. 

Korban adalah seseorang yang mengalami akibat suatu kejahatan.3 

Kekerasan Pencabulan adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara 

pencabulan. 

Studi Kasus di Polresta Medan adalah lokasi penelitian dilakukan. 

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh 

hukum yaitu Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang melakukan 

tindakan/perbuatan pencabulan terhadap anak yang masih berada di bawah umur. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik pencabulan semakin meningkat 

di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa 

memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik 

hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di 

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 
hal. 967. 

2 Ibid, ha!. 1078. 
3 lb id, hat 337. 
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bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang 

mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke 

masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih 

kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya. 

Anak yang masih berada di bawah umur secara langsung dikatakan adalah 

anak yang beluin mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga 

ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan 

keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai 

dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut 

lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap 

pelaku tindakan pencabulan itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada 

pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul 

suatu karya ilmiah. 

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam 

pemilihan judul, yaitu : 

1. Topik masih dalamjangkauan penulis, 

2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas 

topik tersebut, 

3. Topik cukup penting untuk diselidiki, 
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4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.4 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan b.ahwa judul yang 

telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat 

yang tersebut di atas. 

C. Permasalahan 

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk 

mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang 

sesuai dengan judul yang diajukan penulis. 

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul 

yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ? 

2. Bagaimana dampak pencabulan terhadap anak ? 

D. Hipotesa 

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sang~t perlu dalam 

melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat 

4 Sutrisno Hadi, Metodologi Resarch, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 
1992, hal. 51. 
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sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan I pembahasan Skripsi. Artinya 

harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhimya dapat 

ditarik suatu kesimpulan. 

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, 

maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung 

dari pada objektifitas atau fakta yang ada. 

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut: 

1. Suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap 

anak di bawah umur apabila perbuatan tersebut memuat unsur-unsur 

sebagaimana yang diatur di dalam KUH Pidana tentang kesusilaan dan objek 

dari tindakannya tersebut adalah anak yang masih di bawah umur menurut 

ketentuan perundang-undangan. 

2. Dampak pencabulan terhadap anak adalah anak merasakan ketakutan dan 

kerugian psikologis. 

E. Tujuan Pembahasan 

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita 

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini 

juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya. 

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok 

penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan 

kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. 

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan 

pengertian pencabulan dan akibat hukumnya. 

3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama 

tentang perkara pencabulan ini, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi 

almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak 

pidana pencabulan terhadap anak. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan 

data tersebut, yakni : 

1. Penelitian kepustakaan (Library research), di mana penulis membaca buku

buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip 

pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini. 

2. Penelitian kelapangan (Field resarch ), di mana penulis mendatangi langsung 

Polresta Medan serta meminta data tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis 

memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan 

antara teori dan praktek di lapangan. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi 

perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat 

materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab 

yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bah yang 

lainnya. 

BAB I. 

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sehagai herikut : 

PENDAHULUAN 

Dalam bah ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan 

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, 

Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Gambaran Isi. 

BAB II. TINJAUAN UMUM TENT ANG ANAK 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Anak:, 

Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua 

serta Peran Masyarakat Terhadap Anak. 

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN 

PEN CAB ULAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Kekerasan Dalam 

Pencabulan, Jenis-Jenis Pencabulan, Unsur-Unsur Tindaj Pidana 

Pencabulan serta Faktor-Faktor Penyebah Tindak Pidana Pencabulan. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 12/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Muhammad Fadli - Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan



10 

BAB IV. SANKS! DAN PROSES HUKUM PENCABULAN TERHADAP 

ANAKDIBAWAHUMUR 

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Proses Oleh Penyidik Terhadap 

Pencaulan Anak di Bawah Umur, Kendala-Kendala Yang Dihadapi 

Penyidik Dalam Proses Penyidikan, Sanksi Yang Diterapkan Terhadap 

Pencabulan Anak Di Bawah Umur, Seta Upaya-Upaya Penanggulangan 

Dalam Pencabulan Anak Di Bawah Umur. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 

A. Pengertian Anak 

Pengertian anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan 

pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih 

terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok 

ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain: 

1. Konvensi Hak Anak 1989 

Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak 

adalah: "setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berda~arkan 

undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak 

dicapai lebih awal." 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan 

telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum 

berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 

KUH Perdata. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah: 

"seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

11 
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kandungan." 

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 1 angka 1 Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak.adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum 

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan 

orang tuanya. 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: "Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin." 

7. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam). 

a. Hukum Perdata Jawa Barat (hasil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan 

bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang 

nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang 

diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat 

mengurus harta kekayaannya. 

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak 

adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. Jadi, yang 
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dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat 

permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 

tahun, dengan dasar asas hukum lex specialis derogat legi generali (undang-undang 

yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal 

perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk 

wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tualah yang 

mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung 

pengadilan. 

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

Moderen adalah : "Anak adalah turunan kedua". 5 

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan 

dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi 

akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. 

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting 

dalam melanjutkan sebuah keluarga. 

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas: 

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan 

2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.6 

5 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Penerbit Pustaka Amani, 
Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10. 

6 M.U. Sembiring, Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang
Undang Hukum Perdata, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12. 
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Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua 

kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu: 

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan 

2. Anak belum dewasa (di bawah umur = rninderjarig).7 

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum 

sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari 

perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa 

tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, 

atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang 

yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curate le). 

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu wansan 

misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah 

dan berhak memiliki sesuatu barang. 

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung

jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah 

dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap 

bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki 

barang. 

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah 

dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat 

7 Ibid., hal. 14. 
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tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang 

dilakukannya. 

Seperti diketahui dalam uraian sebelwnnya bahwa masing-masing undang-

undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut 

dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah 

yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam 

menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya 

undang-undang itu sendiri. 

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia 

itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, 

-
masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, 

bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara 

maksimal. 

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak 

tahun 1925, ditandai dengan lahimya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 

No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak clan wanita. Kemudian tahun 1926 

lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda 

bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada 

tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan 

tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 
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lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) 

yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan 

Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. 

Secara intemasional pada tanggal 20 November 1989, lahimya Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anfi!c Indonesia telah 
meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presdien ~- 36 Tahun 1990. 
Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang m ratifikasinya untuk 
menjamin terlaksananya hak-hak anak. 8 

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2~a tegas 

melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa 

melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarganya. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-

undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya 

memuat ketentuan tentang : Rak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung 

jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak:, 

penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

8 Danvan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4. 
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berpartisipasi secara waJar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". 

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah 

Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan 

yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai de

ngan ketentuan yang berlaku dikatakan belwn ada. Akan tetapi pada putusan lain 

dikatakan sah dan sudah ada. 

B. Hak dan Kewajiban Anak 

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok 

melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bemegara khusus di Indonesia, anak ·adalah 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena 

itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang 

tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan 

kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. 

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka 

jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu 

dilakukan untuk mencapai kernajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, 

sebab rnelalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan rnarnpu 

bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu rnengalarni perubahan setiap 

saat.9 

9 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, ha!. 21. 

/ 
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Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para 

orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan 

pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan 

kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula 

sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak

pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di 

Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang 

tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para 

pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi 

masing-masing. 

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, 

menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggungjawab orang tua terhadap anak. 

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya 

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebihjelasnya isi dan ulasannya dipaparkan 

pada bagian berikut : 

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan 

prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. 

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 

(Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi 
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ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki 

kewarganegaraan atau apartride, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab 

lainnya. 

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal6), 

Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak 

dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan 

mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga 

menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang 

tuanya. 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1 ). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui 

asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan 

hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk 

dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan 

menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak 

dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan 

agama yang dianut anak. 

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8). 

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
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pendidikan Juar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9). 

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10). 

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11 ). 

1. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, 

dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk 

menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bemegara. 

J. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi 

ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan 

perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang 

membeda-bedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan 

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, 

atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. 

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan 

sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana 

mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji 
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bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan 

penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak 

semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya 

tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan 

terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan 

tidak senonoh kepada anak. 

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). 

Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang 

tu an ya. 

I. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan dalam 

kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa 

bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang 

mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasa; 15). 

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 

langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. 

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum . (Pasal 16). 

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan 

hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang 
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berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk um um. Demikian juga setiap 

anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk 

dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam ha! ini bantuan Jain yang diberikan kepada anak 

berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih 

bahasa. 

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan bantuan Jainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk 

bantuan medik, sosial, rehabilitasi , vokasional , dan pendidikan. 

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi M11nusia, 

secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi 

dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini : 

a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan 

negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu 

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 

b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu 

nama dan status kewarganegaraan. 

c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, 

pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin 

kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, 
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dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan 

atau wali. 

e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh 

orang tuanya sendiri. Dalam ha! orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 

memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak 

tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan 

dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan 

orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua 

meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai orang tua. 

g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 

h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan 

dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah 

yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. 
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Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. 

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengaJaran dalam rangka 

pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap 

anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai

nilai kesusilaan dan kepatutan. 

J. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, 

berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 

demi pengembangan dirinya. 

k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosiaLsecara 

layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. 

l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa 

bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. 

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi 

dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu 

pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. 

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, aatu 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman 

seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap 
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anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 

Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 

Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan 

secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi 

sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 

yang berlaku. Akhimya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 

membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan 

tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. 

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua 

undang-udang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana 

kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi 

pasal-pasal tersebut terjadi overleping (bertumpang tindih) antara kedua undang

undang tersebut. 

C. Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua 

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, 

ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. 

Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak 

dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 

47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa: 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik
baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah 

pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak 

terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut. 

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa: 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar Pengadilan. 

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah 

perbuatan hukum (law action) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena 

kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak 

mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya. 

Akhimya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi : 

( 1) Salah seorang a tau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua 
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang 
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telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan 
dalam hal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah 

pembiayaan hidup anak (cost of living). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut 

dalam masalah pemeliharaan anak tersebut. 

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut : 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

(2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 
karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan 

kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan 

mampu mencapai kehidupan yang mapan. 

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa: "Orang tua dari anak usia 

wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya". 
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Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan 

anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan 

perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdi kepada nusa dan bangsa. 

D. Peran Masyarakat Terhadap Anak 

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus peIJuangan cita-cita 

bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di 

negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada 

pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah 

tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia 

pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak 

bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu. 

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius 

bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada 

pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak 

semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang. 10 

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek 

hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukurn tersebut lahir dari 

proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang 

mencakup pada peristiwa hukurn maupun hubungan hukum yang memiliki andil 

10 Soejono Soekanto, Sosiologi Keluarga, Tentang Jkhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Rineka 
Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11. 
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dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. 

Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai 

pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; 

malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai 

pembawa hak ( dianggap telah lahir). 11 Jika hal diperlukan untuk sesuatu hal tertentu. 

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang nornal 

atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang 

menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur 

eksternal, yaitu : 

1. Unsur internal dalam diri anak : 

. 
a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai human right 

yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum 

dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu 

melakukan perbuatan hukum. 

b. Persamaan hak dan kewajiban anak (recht gelijkstelling en kind plicht), seorang 

anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang 

diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalarn rnelakukan perbuatan 

hukurn. Hukurn mernposisikan anak sebagai mediator hukurn untuk dapat 

rnernperoleh hak-hak dan atau rnelakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat 

11 C.S.T. Kansil, Pengantar I/mu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
1986, hlm. 117. 
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disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum 

normal. 

2. Unsur eksternal pada diri anak: 

a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (gelijkstelling in voor 

het recht), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang 

tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan

ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang 

membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat 

peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. 

b. Hak-hak istimewa (bijzondere rechten) yang diberikan negara atau pemerintah 

yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-und,angan 

lainnya. 

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai 

makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut 

sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak 

dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. 12 

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki 

makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan 

dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial 

kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari 

beberapa aspek kehidupan. 

12 Darwan Prinst, Op. Cit, hal. 22 
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN 

A. Pengertian Kekerasan Dalam Pencabulan 

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan di dalam kamus hukum berarti : "Keji dan Kotor, tidak senonoh 

(melanggar kesopanan, kesusilaan )". 

Menurut Simon "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang 

berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-

maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan 

dengan pandangan umum untuk kesusilaan. 13 

Definisi pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and 

Neglect US, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang 

dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku 

atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas 

korban". 

Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan 

seksual atau pomografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pomografi 

atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda 

memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di 

13 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 
1997, hal. 159. 
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luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. 

Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup 

jelas. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal 

Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu 

kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang 

menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan 

Anak maupun UU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana 

kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada 

pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan 

perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru 

ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan 

dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi 

persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan. 14 

B. Jenis-Jenis Pencabulan 

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. 

Amerika mendefinisikan pencabulan adalah "kontak atau interaksi antara anak dan 

14 Leden Marpaung, 1996, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta : 
Sinar Grafika, Jakarta, 1996, ha!. 70. 
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orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh 

pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali 

atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat 

tindakan seksual atau pomografi, menggunakan seorang anak untuk membuat 

pomografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan 

Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu 

"persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila 

mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan 

Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah "semua perbuatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehoz:.inatan 

kesusilaan". R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu "segala 

perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, 

semuanya itu dalam Iingkungan nafsu birahi kelamin" 

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pencabulan baik dalam KUHP 

maupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, 

KUHP di jelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293,Pasal 294, 

Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82. 

Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan 

sebagai berikut: 

Pasal 289 KUHP: 
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Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum 

karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan 

tahun. 

Pasal 290 KUHP: 

1 e. "Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" . 

2e. "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 

diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umumya,bahwa orang itu pelum 

belum masanya buat dikawin". 

3e. "Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut 

harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau 

tidak nyata berapa umumya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 

melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, 

atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin". 

Pasal 292 KUHP: 

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa 

dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut hams disangkanya 

hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. 

Pasal 293 (1) KUHP: 
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Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan 

uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan 

yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, 

sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuanny~ 

yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan 

perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian 

pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. 

Pasal 294 KUHP: 

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, 

anak tiri atau anak pungutnya,anak peliharaannya, atau dengan seorang_ yang 

belum dewasa yang di percajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, 

atau dengan bujang atau orang sebawahnyayang belum dewasa, dihukum penjara 

selama-lamanya tujuh tahun. 

Pasal 295 KUHP: 

le. "Dengan hukuman penJara selama-lamanyalima tahun, berang siapa yang 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang 

dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, 

oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang 

diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau 

bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnyadengan orang lain". 

2e. "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang 
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dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada le, menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang 

belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum 

dewasa. 

Pasal 296 KUHP: 

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja 

mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum 

penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.15.000 ( lima belas ribu rupiah). 

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan 

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur 

dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : Barangsiapa 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan 

istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang 

antara lain sebagai berikut: 

a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan 

badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan 
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yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 

c. Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang 

artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. 

37 

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, 

adalah: 

1. Unsur "barang siapa" 

Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau 

pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Un~ur ini 

dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai 

terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain 

menghindari adanya "error in personal" dalam menghukum seseorang. 

2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" 

Yang maksud unsur dengan sengaja di sini adalah sama dengan teori 

kesengajaan (dollus) yang artinya "menghendaki dan atau menginsyafi" 

terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak 

pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
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membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat altematif, maksudnya 

apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan 

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 

D. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan 

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manus1a 

dimna saja, baik di dalama masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang 

masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu 

ketenteraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di galam 

suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan gncanglah 

keadaan masyarakat itu sendiri. 

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebungunan 

menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal dan 

sebagainya. Dan tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya 

yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, 

ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya 

noral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini. 

Usaha·usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak 

dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, 

namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang 
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terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi 

tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai keperlosok 

-pelosok desa. 

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong 

manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidak 

adilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketenteraman 

dan kebahagian rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. 

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh 

penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya 

salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran 

terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan cabul 

pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang 

saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di 

masyarkat sudah berubah. 15 

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, 

maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, 

yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah 

merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau 

tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab 

15 Zakiah Darajad. Membina Nilai Moral Indonesia, Bulan Bintang, 1999, hal. 9. 
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kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri. 

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor 

yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau 

perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu : 

1. Kurang tertanamnya jiwa agaman pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat, 

2. Kurangnya pembinaan mental. 

3. Pengaruh kebudayaan asing. 

ad. 1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam 

masyarakat 

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang 

sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian 

diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng 

moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab 

apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi 

seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian 

tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di 

dalam hidupnya. 

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib 

dilaksanakan di sampmg adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, 

melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam 
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hukum-hukum dan peraturan - peraturan yang mempunyai sanksi. 

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral 

dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi 

segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan 

orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka 

keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak 

boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Betatapun hal itu tarikan itu 

tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama 

akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala 

sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka key~kinan 

beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal 

sebagai simbol semata. 

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang 

merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah 

pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakata kita apabila para pelaku 

mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, 

sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, 

maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pencabulan tersebut tidak 

memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama 

tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan nonna-norma agama 

maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang 
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rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek 

perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan didorong oleh keinginan 

lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan. 

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah 

terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi 

yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan 

seperti pelacuran, perzinahan, pencabulan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya 

merugikan masyarakat banyak. 

ad. 2. Kurangnya Pembinaan Mental 

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mentai pada 

umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang 

bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan moralnya akan baik pula. 

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan 

mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan 

mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam 

pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, 

perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di 

dalam agama sebab agaman merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah 

sebagai manusia yang beradab dimana dinamika menjasi aspek penggerak setiap 

perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan _ 
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atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia. 

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai msan yang beradab 

dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah 

perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak 

ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan. 

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinan kembali atas mental 

yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya 

penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara. 

ad. 3. Pengaruh Kebudayaan Asing 

Masuknya kebudayaan luar ( asing) kesatu negara adalah sebagai Ukibat 

adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia intemasional. 

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh 

kebudayaan asing pada dasamya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di 

Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa 

harus disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV 

dan lainnya sebagainya. 

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pomografi, 

baik itu novel, majalah dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis 
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menurut adat ketimuran. 

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena 

sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah 

sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat 

dilakukan dengan sekecap. 

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia 

internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah 

tidak berbahaya, tetapi apabila ainternet disalahgunakan untuk melihat gambar

gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi 

yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pencabulan-pencabulan. dan 

perbuatan cabul. 

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi 

diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik 

clan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Bahwa dalarn hal pencabulan yang dilakukan pria yang berdewasa yang 

menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini 

adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa 

pencabulan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko 

yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa 

perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan c4iri si 

korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa 

pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami 

penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih 

berada di bawah umur. 

2. Pria yang berdewasa itu melakukan pencabulan adalah didorong karena ia 

menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan 

dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya 

iman yang dimilikinya. 

3. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan yang 

dilakukan oleh pria yang telah berdewasa ini dalam prakteknya adalah 

apabila terbukti melakukan pencabulan tersebut maka kepadanya tidak akan 

71 
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dipandang usianya ia akan tetap dihukum. 

4. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara 

pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, 

hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 begitu 

juga yang dikatakan yang berdewasa. 

B. Saran 

1. Sebaiknya dalam hukum pidana ditentukan secara tersendiri dalam suatu 

pasal yang mengatakan pria yang telah berdewasa melakukan pencabulan. 

2. Sebaik:nya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuprnn 

bagi pelaku pencabulanm yang terbukti bersalah dij atuhkan hukuman yang 

seberat-beratnya terutamaka pada kasus-kasus pencabulan yang dilakukan 

terhadap anak kandungnya sendiri. 

3. Sebaiknya juga pembuat undang-undang menentukan berapa batas usia 

yang dikatakan dewasa dan masih berada di bawah umur, agar terdapat 

kepastian hukum. 

4. Untuk dapat mencegah sehingga tidak terjadi pencabulan yang dilakukan 

oleh pria dewasa terhadap wanita usia di bawah umur maka sebaik:nya : 

a. Seseorang sejak kecil agar diberikan ajaran/pendidikan agama, agar 

mempunyai iman yang kuat dan kokoh tidak tergoyahkan. 

b. Diadakan larangan-larangan secara tegas apabila perlu melalui peraturan 
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penmdang-undangan mengenai jam bermain bagi anak-anak di waktu 

malam hari. 

c. Orang tua lebih memperhatikan keadaan pakaian yang dipakai oleh 

anak-anak wanitanya. 

d. Dan juga orang tua agar selalu mengawasi yang masih di bawah umur. 
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